MODEL- KAMPANYE PEMILU
ANGGOTA DPRD
KABUPATEN/KOTA

PELAKSANA KAMPANYE PEMILU
TINGKAT KOTA KENDARI

KAMPANYE PEMILU
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Nama Partai Politik ¢ Partai Buruh
Nama Urut Partai Politik 1 6
Peserta Pemilu
Visi
MEWUJUDKAN NEGARA SEJAHTERA (WELFARE STATE)
Misi
* MEMASTIKAN KESETARAAN KESEMPATAN TERHADAP HAK-HAK
SIPIL, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, HUKUM, HAM, DAN
PERTAHANAN NEGARA
* MEWUJUDKAN DISTRIBUSI KEKAYAAN YANG ADIL MERATA
* MENGEDEPANKAN TANGGUNG JAWAB PUBLIK
Program

* KEDAULATAN RAKYAT Partai Buruh berpegang pada paham
kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, untuk memastikan demokrasi
dapat tumbuh dan berkembang di Negara Kesatuan Republik
Indonesia, maka Partai Buruh berkomitmen untuk
mempertahankan dan memperkuat semua produk hukum yang
dianggap sudah memberikan kepastian pelindungan dan jaminan
kebebasan kepada rakyat.rnrTerhadap peraturan perundang-
undangan yang dinilai tidak demokratis dan membatasi hak serta
kebebasan rakyat untuk terlibat dalam proses pengambilan
keputusan politik negara, akan ditinjau ulang dan dicabut atau
dibatalkan. rnrnDemokrasi tidak bisa lagi dibajak oleh kelompok
oligarki yang berusaha mengubah paham u201cdaulat
rakyatu201d menjadi u201cdaulat tuan, daulat uang, dan daulat
dinastiu201d. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan paham
kedaulatan rakyat Partai Buruh akan menempatkan rakyat
sebagai sumber legitimasi konstitusi.rnrnDi bidang hukum,
program kedaulatan rakyat antara lain akan diwujudkan Partai
Buruh dengan cara; (i) menjamin kemerdekaan berserikat dan
berkumpul; (ii) menjamin kemerdekaan mengeluarkan pikiran
dengan lisan atau tulisan; (iii) menjamin kemerdekaan
mengemukakan pendapat di muka umum tanpa rasa takut; (iv)
menjamin kemerdekaan hak serikat pekerja/serikat buruh untuk
melakukan pemogokan secara nasional.rnrnBerikutnya; (v)
menjamin kebebasan pekerja/buruh formal dan informal, petani,
nelayan, mahasiswa, pendidik, tenaga medis, tenaga honorer,
pedagang kecil, pengemudi transportasi online, kaum perempuan,
orang miskin, serta masyarakat marginal lainnya untuk
mengungkap segala macam praktik manipulasi dan
penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat dan pengusaha.
rnrnDibidang politik, program kedaulatan rakyat akan diwujudkan
Partai Buruh dengan cara antara lain: (i) menghapus aturan
ambang batas parlemen (parliamentary threshold); (ii) menghapus
aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential
threshold); (iii) menghapus aturan pembatasan hak memilih
berdasarkan dokumen administratif (hak memperoleh surat suara
ditentukan oleh alamat KTP pemilih).rnrnSelanjutnya; (iv)
memberikan hak kepada pemilih untuk mengajukan usul
penarikan anggota dewan yang tidak memenuhi janji politik dan
berkhianat kepada rakyat melalui mekanisme u2018constituent
recallu2019 (Pergantian Antar Waktu atau PAW anggota dewan
berdasarkan usulan pemilih); (v) pembiayaan partai politik oleh
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negara melalul pengaturan yang ketat dan transparan dengan
melibatkan peran serta masyarakat untuk mengawasi keuangan
partai politik. rnrnProgram kedaulatan rakyat dibidang politik juga
akan diwujudkan Partai Buruh dengan cara; (vi) mengupayakan
tersedianya mekanisme jajak pendapat (referendum) berskala
naslonal guna memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut
ambil baglan dalam proses pengambilan keputusan negara yang
bersifat penting, strategis, dan menyangkut hajat hidup rakyat
banyak. Partai Buruh berpandangan, jajak pendapat merupakan
ekspresi paling kokoh dari implementasi kedaulatan rakyat,
rmbDibldang soslal budaya, program kedaulatan rakyat antara
lain akan diwujudkan Partai Buruh dengan cara memberikan
kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat di daerah,
khususnya masyarakat adat untuk mempertahankan tradisi serta
mengembangkan seni, budaya, dan bahasa daerah dalam rangka
membatasl meluasnya pengaruh budaya asing. rnrnDibidang
ekonoml, program kedaulatan rakyat akan diwujudkan Partai
Buruh antara lain dengan memberikan peluang dan kesempatan
seluas-luasnya kepada rakyat kecil untuk mengembangkan
koperasi agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan
besar milik para pengusaha.

* LAPANGAN KERJA rnrnDalam program lapangan kerja, Partai
Buruh berpedoman pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
yang berbunyi: u201cTiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.u201d.
Pasal ini harus dimaknai bahwa setiap pekerjaan yang tersedia di
bumi Indonesia adalah milik warga negara Indonesia. Oleh sebab
itu, negara harus mengutamakan warga negara Indonesia untuk
mengisi seluruh lapangan pekerjaan yang tersedia, kecuali
perkerjaan tersebut tidak mampu dikerjakan oleh pekerja/buruh
Indonesia. rnrnDibidang politik, program lapangan kerja Partai
Buruh akan diwujudkan antara lain dengan cara; (i) mencabut
Undang-Undang Cipta Kerja (omnibus law) berikut peraturan
pelaksanaannya; (ii) membatalkan revisi Undang-Undang Minerba
beserta seluruh produk hukum turunannya; (iii) mengubah sistem
impor pangan dari sistem kuota menjadi tarif, agar mafia kartel
impor pangan dapat diberantas dan harga-harga pangan di
kalangan masyarakat dapat turun secara seginifikan; dan (iv)
segala bentuk investasi asing akan diwajibkan untuk
memungkinkan terjadinya alih teknologi. rnrnDibidang hukum,
program lapangan kerja akan diarahkan Partai Buruh untuk
melindungi hak-hak pekerja/buruh dimana aparatus negara,
misalnya, tidak boleh berpihak atau memberikan keistimewaan
kepada perusahaan atau pengusaha dengan mengabaikan hak-
hak pekerja. Pungli dan praktik korupsi yang kerap muncul dalam
penyediaan lapangan kerja harus diberantas setuntas-tuntasnya.
rnrnDibidang sosial dan budaya, program lapangan kerja akan
diarahkan Partai Buruh untuk menciptakan budaya produktif,
jujur, dan transparan, dengan memperbanyak ruang kreativitas,
seni, dan budaya yang dapat diisi oleh rakyat pekerja. rnrnDari
angkatan kerja sebanyak 139 juta orang saat ini, hanya 84 j}Jta
orang (60%) yang bekerja secara penuh. Sementara itu, 55 juta
orang lainnya menjadi pengangguran, setengah menganggur. dan
hanya bekerja paruh waktu. Oleh sebab itu, dibidang ekonomi,
program lapangan kerja Partai Buruh akan diarahkan pada
program industrialisasi nasional untuk menyerap 55 juta_a rakyat
yang masih bernasib kurang baik, sehingga perekonomian Negara
dapat tumbuh hingga di atas 10 % (sepulun persen) setiap
tahunnya, selama 10 tahun. rnrnAgar lapangan kerj.a dapat lebih
terbuka, maka Negara (dalam hal ini BUMN) akan diarahkan untuk
bisa menguasai hingga 55% seluruh konsesi tambang dan
minerba dan 45% sisanya diberikan kepada swasta. Seluruh surat
utang pemerintah (melalui mekanisme u2018debt.sw‘apu2019 dan
u2018debt to nature swapu2019) harus‘direnegosiasi agar dapat
mengurangi beban pembayaran bunga di APBN, sehingga APBN
dapat menyisihkan anggaran yang lebih besar untuk mendorong

perekonomian. .
« PEMBERANTASAN KORUPSI rnrnDibidang hukum, program
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pemberantasan korupsi akan dilakukan Partal Buruh antara lain
dengan cara; (i) memperkuat lembaga Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK); (ii) meninjau ulang keberadaan dan fungsi Dewan
Pengawas KPK yang berpotensi mengurangi atau menghambat
peran pegawai KPK dalam memberantas korupsi; (iii)
memperberat sanksi pidana kepada para koruptor dengan
hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. rnrnSelanjutnya;
(iv) mengubah budaya korupsi yang sudah mengakar diberbagai
lembaga negara, terutama di lingkungan lembaga perwakilan
rakyat dengan budaya baru yang lebih transparan dan akuntabel;
(v) membentuk Undang-Undang Perampasan Asset sebagai
payung hukum untuk memiskinkan para koruptor. rnrnDibidang
politik, setiap penyelenggara negara yang memiliki harta
kekayaan dengan besaran yang tidak wajar, wajib dilakukan
pemeriksaan dan diumumkan secara terbuka kepada publik.
Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK) akan didorong untuk lebih aktif mengawasi transaksi dan
aliran dana penyelenggara negara yang tidak wajar. Harta
kekayaan para koruptor harus dirampas oleh negara dan dialihkan
untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. rnrnDibidang sosial-
budaya, program pemberantasan korupsi akan dilaksanakan
Partai Buruh dengan menyelenggarakan pendidikan anti korupsi
sejak dini di sekolah-sekolah. Membangun kesadaran serta
mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi
pengelolaan keuangan negara tanpa rasa takut. Sanksi sosial
terhadap koruptor dapat diberikan masyarakat agar dapat
menimbulkan efek jera kepada pelakunya. Budayawan dan
seniman didorong untuk lebih banyak memproduksi karya-karya
berterqakan anti korupsi. rnrDibidang ekonomi, program anti-
korupsi akan diwujudkan Partai Buruh dengan cara membuat
kebijakan yang menghindari munculnya konflik kepentingan,
khususnya antara pelaku bisnis dengan aparatur pemerintah
dalam penyelenggaraan proyek ekonomi. Utang para
pengemplang pajak, terutama mereka yang terlibat dalam kasus
korupsi akan dikejar dan ditagih.

JAMINAN SOSIALrnrnSumbangan untuk BPJS Tenaga Kerja akan
ditingkatkan dari sebelumnya 5% (lima persen) menjadi 10%
(sepuluh persen), dengan komposisi 3% (tiga persen) ditanggung
pekerja dan 7% (tujuh persen) ditanggung oleh perusahaan.
rnrnSektor esktraktif seperti sawit dan batubara harus
mengalokasikan 5% (lima persen) pendapatannya untuk
membiayai jaminan sosial rakyat. rnrnProgram jaminan sosial
yang sudah ada akan ditingkatkan kualitasnya oleh Partai Buruh
yang meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Dana Pensiun, Jaminan
Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian. Nilai
jaminan Kematian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
rnrnSelain itu, Partai Buruh akan memperjuangkan jenis jaminan
sosial tambahan (jaminan sosial baru) yang meliputi Jaminan Dana
Pengangguran, Jaminan Pendidikan, Jaminan Perumahan, Jaminan
Air Bersih, dan Jaminan Makanan. rnrnjJaminan makanan akan
diberikan kepada orang miskin dalam bentuk uang sebesar Rp
1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan. rnrnBPJS kesehatan
didorong untuk menjadi gratis sehingga menjadi sistem jaminan
kesehatan universal.

KEDAULATAN PANGAN DAN REFORMA AGRARIArnrnProgram
kedaulatan pangan dan reforma agraria akan diwujudkan Partai
Buruh dengan cara membatasi penguasaan pangan oleh
korporasi. Penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
rnrnAgar pada setiap masa panen petani dapat selalu
memperoleh keuntungan, maka Partai Buruh berkomitmen untuk
menjaga rasio antara harga gabah dengan harga pupuk dengan
perbandingan 3:2. rnrnPartai Buruh juga berkomitmen untuk
mengubah tata niaga impor pangan dari sistem kuota menjadi
sistem tarif agar harga pangan impor terjangkau. rnrnLumbung
pangan nasional perlu dibangun di Sulawesi karena kontur
tanahnya yang datar, luas dan banyak dialiri sungai. rnrnProgram
lainnya adalah melakukan pembaruan agraria, memberikan akses
kepada para petani kecil untuk terlibat dalam perumusan
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kebijakan pertanian, dan melarang penggunaan pangan sebagali
senjata.rnrnPartai Buruh akan memastikan penegak hukum
berpihak kepada rakyat kecil dalam sengketa agraria dan
memastikan rakyat mendapat akses terhadap pangan.rnrnPartai
Buruh mendorong dihasilkannya karya-karya seni budaya yang
bertemakan kecintaan terhadap sektor agraria.

UPAH LAYAKrnrnProgram upah layak Partai Buruh adalah

menaikan upah layak secara signifikan. Kaitz Index (rasio antara
upah minimum dengan upah median) rata-rata Indonesia adalah
0,24. Sementara Kaitz Index negara-negara Eropa berkisar dari

0,4 -0,6, Indonesia sangat jauh tertinggal. rnrnAgar dapat
mengejar tingkat kesejahteraan buruh Eropa, maka untuk

program upah layak Partai Buruh akan memperjuangkan besaran
kenaikan upah setiap tahun besarnya 2 (dua) kali lipat
pertumbuhan ekonomi. rnrnMemastikan kebijakan pengupahan
berpihak kepada kelas pekerja. Mengesahkan Undang-Undang
Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Memastikan penegak hukum
berpihak kepada kepentingan kelas pekerja dalam setiap

sengketa upah. rnrnPartai Buruh mendorong upaya untuk
mengatasi disparitas upah antar daerah agar tidak lagi terjadi gap
pendapatan yang terlalu besar diantara sesama pekerja di daerah
berbeda.

PAJAK BERKEADILANrnrnMengenakan pajak penghasilan sebesar
40% bagi kalangan individu super kaya yang berpenghasilan di
atas Rp 20 miliar setahun. Mengenakan pajak atas pendapatan
modal (capital gain tax) 15% (lima belas persen) untuk
pendapatan pasar saham, pasar keuangan, dan pasar
properti.rnrnMembatalkan kenaikan pajak yang merugikan orang
miskin, seperti PPN, pajak sembako, dan pajak Pendidikan.
rnrnMenolak diberlakukannya Tax Amnesty Jilid 2. Karena itu UU
Harmonisasi Peraturan Pajak harus direvisi. Memberlakukan
digitalisasi pajak demi transaparansi sistem perpajakan agar
semua rakyat dapat mengakses dan mengawasi catatan
pembayaran pajak orang dan pengusaha.rnrnHukuman penjara
seumur hidup dan atau hukuman mati bagi petugas pajak yang
bermain mata dengan wajib pajak. Penegakan kepatuhan pajak
dengan mencabut izin usaha bila ditemukan kasus pelanggaran
pajak.

HUBUNGAN INDUSTRIALrnrnMenolak sistem penggunaan tenaga
kerja alih daya (outsourcing). Menolak sistem karyawan kontrak
atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang
berkepanjangan tanpa batas. Uang pesangon yang layak. Jam
kerja yang manusiawi. Perlidungan upah, hak istirahat cuti haid
dan cuti melahirkan untuk buruh perempuan, kerja layak, dan lain-
lain. rnrnMenolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang
dipermudah. Perlidungan kesempatan kerja untuk pekerja lokal
yang tidak berketerampilan (unskill workers). rnrnDemi
menciptakan hubungan Industrial yang harmonis masyarakat
harus adil dan makmur, yaitu pertumbuhan ekonomi nasional
harus tinggi di atas 10% setiap tahun selama 10 tahun, dengan
indeks gini ratio terus turun dari saat ini 0,39 sampai di bawah 0,3
pada tahun ke-10. Politik di parlemen di nasional dan lokal harus
lebih tegas berpihak kepada kelas pekerja dalam setiap sengketa.
rnrnPara penegak hukum harus didorong untuk lebih netral dalam
kasus sengketa antara kelas pekerja dan pengusaha.rnRevisi
terhadap Undang-Undang no 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) ditujukan agar proses PPHI
tidak berlarut-larut. rnrnDisamping itu juga diperlukan
kewenangan kepada serikat buruh untuk mengganti (recall) hakim
PHI dari unsur buruh yang dianggap tidak amanah dan tidak
bekerja dengan baik.

LINGKUNGAN HIDUP, HAK ASAS| MANUSIA (HAM), DAN
MASYARAKAT ADATrnrnProgram ini akan diwujudkan Partai Buruh
dengan mendorong pembangunan energi bersih dan terbarukan
secara masif. Memaksa para pembuang limbah untuk membayar
lebih banyak pajak untuk perbaikan kerusakan lingkungan.
rnrnMeluaskan perspektif politik di parlemen nasional dan daerah
yang lebih berpihak terhadap kelestarian lingkungan
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hidup.mrnrnSelain itu, untuk program ini Partai Buruh akan
mengambil peran aktif untuk melakukan diplomasi dengan negara
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bertujuan untuk
melindungi nasib PMI. rnrnPartai Buruh juga akan
memperjuangkan pengesahan Undang-Undang Pelindungan
Masyarakat Adat. rnrnPenegakkan hukuman yang keras
(penjarakan bosnya) dan denda yang besar bagi perusahaan
pembakar hutan dan perusak lingkungan lainnya.
rnrnMenghentikan segala macam penggurusan dan perampasan
hak-hak masyarakat adat,

* PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAKrnrnMemastikan negara
memberikan tunjangan untuk ibu rumah tangga sebesar 50%
(lima puluh persen) Upah Minimum Provinsi (UMP) per orang atas
pekerjaan domestik mereka. rnrnMemastikan negara
menggratiskan biaya nikah.rnrnrmMemberi ruang seluas-luasnya,
serta mendorong para pemimpin perempuan untuk berkiprah di
segala bidang, termasuk politik dan sektor bisnis. rnrnMendukung
pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
Memaksa penegak hukum untuk lebih berpihak kepada para
korban kekerasan. Pembangunan tempat penitipan anak (Day
Care) yang gratis di basis-basis industri di perkotaan.
rnrnMendorong seniman dan budayawan menghasilkan karya-
karya yang membela hak perempuan dan anak.

* PEMBERDAYAAN ORANG BERKEBUTUHAN KHUSUSrnrnSeluruh
orang berkebutuhan khusus harus didahulukan dalam hal
kesempatan bekerja. Negara harus membangun fasilitas-fasilitas
untuk orang berkebutuhan khusus di berbagai ruang publik
seperti mall, terminal, rumah sakit, dan sekolah. rnrnPolitik Negara
harus melindungi hak-hak orang berkebutuhan khusus. Penegak
hukum harus mendahulukan dan melindungi orang-orang
berkebutuhan khusus. rnrnSekolah-sekolah kebutuhan khusus
yang milik negara ditingkatkan kualitasnya diperbanyak.
Menyediakan ruang dan karya yang mendorong perlindungan hak
dan pemberdayaan hak orang berkebutuhan khusus. rnrnPartai
Buruh juga mendorong lingkungan kerja yang ramah bagi
kalangan berkebutuhan khusus. Diperlukan kebijakan kewajiban
kuota pekerja bagi kalangan berkebutuhan khusus di setiap
perusahaan dan industri.

* TENAGA HONORER PENDIDIKrnrnNegara harus menyediakan
anggaran untuk mengangkat seluruh guru honorer jadi PNS. Politik
di parlemen nasional dan daerah harus mendukung perlindungan
bagi guru honorer. Memastikan penegak hukum mendukung
perjuangan tenaga guru honorer.

¢ KOPERASI DAN BUMNrnrnMenurunkan suku bunga kredit pinjaman
bagi koperasi UMKM menjadi di bawah 10% (sepuluh persen).
Membantu akses eskpor ke pasar internasional bagi koperasi-
koperasi produk unggulan. Memajukan sistemn manajemen
koperasi di Indonesia hingga menyamai koperasi di Skandinavia.
rnrnMelakukan efisiensi BUMN dengan jalan mengganti personil
yang bermasalah secara integritas dan kompetensi.rnrnProgram
lainnya adalah mendorong peningkatan anggaran Kementerian
UMKM untuk lebih banyak memberikan bantuan permodalan
koperasi. rnrnMengurangi kebijakan penyetor modal negara untuk
BUMN sakit. Mendorong BUMN untuk menjadi pemain
internasional, bukan hanya menjadi pemain lokal. rnrnMemberikan
jaminan simpana lewat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada
simpanan di koperasi.

* SENI DAN BUDAYArnrnMendorong pelestarian produk budaya
nasional yang estetik, maju, dan kerakyatan. Menelurkan kebijaan
bagi peningkatan industri seni dan hiburan , termaksud di
dalamnya memperkuat perlindungan kepada pekerja di sektor
tersebut. Mempromosikan dan memperkuat produk-produk
kesenian dalam negeri seperti film dan musik sehingga semakin
menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Memberikan penghargaan
kepada pelau-pelaku kesenian tradisonal.

Rekening Khusus Dana : 1. Nomor Rekening
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Kampanye Pemilu

Bersama ini menyampai
Penyelenggara Kegiatan

A) PELAKSANA KAMPANYE PEMILU

1.

B) PETUGAS KAMPANYE PEMILU

1.

C) ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN :

Nama Lengkap
Alamat

Pekerjaan/ Jabatan
Nama Lengkap
Alamat

Pekerjaan/ Jabatan
Nama Lengkap
Alamat

Pekerjaan/ Jabatan
Nama Lengkap
Alamat

Pekerjaan/ Jabatan
Nama Lengkap
Alamat

Pekerjaan/ Jabatan

Nama Lengkap
Alamat

Pekerjaan/ Jabatan
Nama Lengkap
Alamat

Pekerjaan/ Jabatan
Nama Lengkap
Alamat

Pekerjaan/ Jabatan
Nama Lengkap
Alamat

Pekerjaan/ Jabatan
Nama Lengkap
Alamat

Pekerjaan/ Jabatan

D) AKUN MEDIA SOSIAL

2. Nama Bank
3. Nama Pemilik Rekening

kan nama Pelaksana Kampanye Pemilu, Petugas Kampanye Pemilu, Organisasi
dan alamat akun Media Sosial tersebut, yaitu :

MUH. IQBAL DAHLAN
BTN PERMATA ANAWAI BLOK D2 NO.8
KETUA

MUH ISTAN ALI

BTN THE GREEN BARUGA BLOK F NO.3
SEKRETARIS

IRMA NESWATI. SM

JL. BUNGA KANA

BENDAHARA

LA TENGE

JL. MEKAR BARU

ANGGOTA

RUSDIN

JL. MEKAR INDAH

ANGGOTA

LA TENGE

JL. MEKAR BARU

ANGGOTA

MUH. IQBAL DAHLAN

BTN PERMATA ANAWAI BLOK D2 NO.8
KETUA

IRMA NESWATI. SM

JL. BUNGA KANA

BENDAHARA

RUSDIN

JL. MEKAR INDAH

ANGGOTA

MUH ISTAN ALI

BTN THE GREEN BARUGA BLOK F NO.3

SEKRETARIS

.......................................

No

Sosial

Jenis Aplikasi Media

Nama Admin/ Pengelola Akun
Mediq Sosial

Nama Akun Media Sosial serta
Alamat Url

1.
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Demikian untuk menjadi maklum,
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